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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Fenomena di penghujung akhir abad kedua puluh ditandai oleh tiga perkembangan historis yang telah mengubah politik dunia, yaitu menyebarnya demokrasi, ambruknya Uni Soviet dan berkahirnya perang dingin. Fenomena yang saling berkaitan erat ini mengubah kerangka hubungan internasional serta situasi politik domestik di banyak negara.


Runtuhnya komunisme yang ditandai oleh terpecahnya USSR menjadi 13 negara, menyebabkan kubu kapitalisme yang dipimpin oleh AS menjadi pemenang dalam pertarungan perang dingin. Bahkan Francis Fukuyama menyatakan bahwa dalam komunisme maupun otoritarian telah menjadi sebuah kebangkrutan ide-ide serius yang mampu menopang kelangsungan hidup kohesi politis internal dan pemerintahan-pemerintahan yang kuat, baik yang didasarkan partai-partai monopolitik, junta-junta militer, atau kediktatoran personal. Ketidakhadiran otoritas yang di legitimasi memiliki arti bahwa ketika suatu pemerintahan otoritarian bertemu dengan kegagalan dalam beberapa wilayah kebijakan tidak ada prinsip yang lebih tinggi yang dapat diserukan rezim itu. Kelemahan negara-negara otoritarian terletak pada kegagalan mereka untuk mengontrol masyarakat sipil.


Berakhirnya perang dingin yang teriringi dengan menyebarnya demokratisasi juga berarti terjadi penurunan ancaman dari luar yang akan dihadapi oleh banyak negara di dunia. Karenanya, baik itu demokrasi yang lama maupun yang baru harus mendefinisikan kembali peran dan misi dari militer mereka. Hal ini mengandung masalah spesifik bagi negara demokrasi baru yang kecil, khususnya bagi negara di mana pihak militer telah memainkan peran keamanan internal dan eksternal.


Dalam perkembangan-perkembangan hubungan internasional dewasa ini tentulah masalah politik dalam konteks Demokrasi menjadi isu sentral dalam hubungan internasional, termasuk hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Dalam konteks internasional tidak ada negara yang terlepas dari Amerika Serikat karena AS sebagai negara “super power” tentulah melakukan berbagai cara untuk tetap menanamkan hegemoninya di tatanan dunia internasional.

Sejak keluar sebagai pemenang Perang Dingin maka AS benar-benar menampakkan diri sebagai bangsa yang hendak menguasai umat manusia. Ia menginginkan agar pandangannya dalam setiap aspek kehidupan diterima dan dilaksanakan oleh setiap bangsa di dunia, mulai dari ideologi liberalisme-kapitalisme, politik yang menonjolkan demokrasi, ekonomi yang dilandasi pasar disertai perdagangan internasional yang terbuka, pandangan tentang Hak Asasi Manusia seperti yang dianut AS dan lainnya.


Dimasa perang dingin, politik luar negeri AS adalah politik pembendungan (Containment Policy) yang bersifat defensive. Politik ini ditujukan untuk menghadapi/menghambat penyebaran nilai-nilai sosialis komunis bahkan untuk menghancurkan pengaruh Uni Soviet di dunia. Selama masa itu atmosfer politik selalu diwarnai perseteruan antara AS dan Uni Soviet. AS tidak mempersoalkan apakah negara-negara kecil tersebut diperintah oleh diktator atau militer, asalkan mendukung AS dan negara-negara barat.


Pasca perang dingin usai dengan pecahnya Uni Soviet, AS sudah relatif tidak memiliki musuh negara-negara yang komunis dan sosialis. AS mulai gencar menerapkan politik luar negeri yang mengutamakan dukungan terhadap hak asasi manusia dan demokratisasi. AS merasa berhak mengintervensi suatu negara bila diyakini demi menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi.
 Kebijakan ini dari politik luar negeri AS yaitu enlargement dan engagement.


Selain itu AS selalu mengedepankan tentang pembangunan demokrasi sebagai bagian dari politik globalnya. Dalam penyebaran nilai-nilai demokrasi, AS menggunakan istilah The American National Style, yaitu suatu kebijakan luar negeri untuk mempertahankan dan menyatakan nilai-nilai demokrasi AS di seluruh kawasan di dunia, agar dominasi dan pengaruh AS dapat dipertahankan. Dengan alasan tradisi demokrasi, AS selalu menganggap negara dan bangsanya bukan saja sebagai lentera dunia yang memerangi kehidupan demokrasi, melainkan juga menganggapnya sebagai contoh pola moral demokrasi dunia.
 

Banyak upaya yang dilakukan Amerika untuk lebih menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan kapitalisme selain menggalakkan globalisasi ekonomi yang sebenarnya merupakan pertahanan model ekonomi kapitalis AS yang bertujuan mendapatkan akses ke sumber daya dan pasar dunia, serta pembentukan pasar-pasar regional merupakan upaya untuk menyebarkan kapitalisme dan demokrasi. Secara garis besar AS pasca perang dingin merumuskan suatu doktrin kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai kebijakan engagement dan enlargement, kebijakan tersebut dicanangkan pada bulan Februari 1996 dan mencakup 3 (tiga) tujuan utama, yakni: Pertama, Meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomasi yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara lain; Kedua, Mengupayakan peningkatan kemakmuran domestik melalui pembukaan pasar asing dan perkembangan ekonomi global; Ketiga, Meningkatkan demokrasi di luar negeri.


Lalu setelah terjadinya pengeboman di WTC dan Pentagon, strategi keamanan AS mengembangkan doktrin ofensif, dengan melalui metode preemptive attack (serangan dini) dan defensive intervention (intervensi defensive). Meski strategi-strategi yang telah ada seperti containment, deterrence, enlargement dan engagement tidak akan dihapus, strategi preemptive attack dan defensive intervention pertama-tama digunakan untuk menghadapi kaum teroris atau negara-negara musuh yang memiliki senjata kimia, biologis dan nuklir.
 

Kebijakan luar negeri AS sering dibicarakan dalam lingkup ketegangan dialektika antara dua pola yang berlawanan: pragmatisme-realisme dan legalisme-moralisme. Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri AS mondar-mandir antara politik riil dan moralisme. Bagi para pendukung dan praktisinya, realisme adalah sebuah pemahaman yang tertib, jernih, dan tegas tentang perumusan kebijakan yang didasari pada kepentingan negara yang didefinisikan dengan baik. Esensi realisme ini adalah kepentingan nasional yang terkait erat dengan keamanan nasional.
 

Sebaliknya, legalisme-moralisme menunjukkan sebuah etos budaya yang lebih dalam beserta nilai-nilainya. Nilai-nilai ini tertanam dalam gagasan inti dari kebesaran bangsa, berdampingan dengan perjuangan kebebasan individu dan kapitalisme demokratis di dalam dan luar negeri. Sebagian besar orang AS menganggap dirinya masyarakat yang superior dalam moral dan politik, bagai sebuah kota gemerlap di atas bukit, membawa misi universal dengan di dorong anggapan diri yang merasa istimewa. Mereka yang tidak sepaham mengatakan, suatu kebijakan luar negeri aktif yang ditujukan untuk kebesaran bangsa-bangsa akan membahayakan kebebasan yang merupakan warisan kaum Republik.


Pola kebijakan pertamalah (pragmatisme-realisme) yang sangat mendominasi dalam decision makers Washington yang banyak dipengaruhi oleh kelompok The Cabal (sekelompok kecil penasehat dan analis kebijakan di kantor perencanaan khusus, Departemen Pertahanan atau Pentagon).
 Yang menentang model ini dapat dipastikan bakal tersingkir dalam percaturan penting Washington. Dalam kasus serangan ke Irak misalnya, kubu penentang yang diwakili menlu Colin Powell, kian hari kian tak terdengar lagi suaranya. Sementara kubu Bush dan Rumsfeld
 yang bersikeras menggempur Irak, apapun alasannya, tak terbendung arusnya.

Sementara itu, kebijakan nuklir AS akan tetap didasarkan pada konsep penggetaran atau deterrence. Definisi umum dari istilah deterrence ini adalah usaha untuk mempengaruhi musuh sedemikian rupa sehingga mereka mengetahui bahwa kerugian yang akan ditanggung akan jauh lebih besar apabila melakukan penyerangan, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan menjadi pihak pertama yang melancarkan serangan nuklir.


Nuclear deterrence mulai sering digunakan oleh AS pada masa presiden Harry Truman. Istilah ini sering diucapkan oleh Menlu pada saat itu, John Foster Dulles. Dulles mengatakan bahwa AS tidak akan segan-segan terlibat dalam perang mana pun untuk mencegah ekspansi komunisme, dan AS tidak akan segan-segan pula menggunakan senjata nuklir untuk menghancurkan lawan. Namun Nuclear deterrence tidak dapat mencegah perang-perang berskala menengah dan berskala kecil di wilayah tertentu. Misalnya, ancaman penggunaan senjata nuklir oleh AS tidak dapat mencegah Korea Utara untuk menyerbu Korea Selatan pada masa perang Korea, juga tidak bisa mencegah Vietnam Utara untuk meyerbu Vietnam Selatan.


Oleh karena itu, konsep nuclear detterence harus dilengkapi oleh konsep second strike capability. Sebab nuclear deterrence akan lebih efektif dalam mencegah penyerangan oleh negara-negara berkapabilitas nuklir apabila tiap-tiap negara memiliki second strike capability atau kemampuan melancarkan serangan balasan secara besar-besaran. Konsep tersebut sangat relevan dengan pengembangan jenis-jenis senjata yang sifatnya defensif yang khusus ditujukan untuk melindungi senjata-senjata yang sifatnya ofensif.

Namun, pengembangan selanjutnya dari konsep second strike capability semakin tidak relevan dengan semakin meningkatnya kemajuan dalam teknologi nuklir. Antara lain  dengan terciptanya rudal MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle) yang memiliki beberapa kepala bermuatan nuklir atau hulu ledak (warheads) dan masing-masing kepala dapat diarahkan ke berbagai sasaran yang berbeda-beda.


Selain hal-hal tersebut di atas AS dikatakan memiliki standar ganda dalam politik luar negerinya. Standar ganda biasanya merujuk kepada ketidakkonsistenan sikap atau kebijakan luar negeri yang dianut dan dijalankan suatu negara. Mereka yang percaya bahwa sikap atau kebijakan luar negeri mesti bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan norma internasional. AS sebagai aktor politik global sangat sering dituding memiliki standar ganda dalam implementasi kebijakan luar negerinya. Di satu sisi muncul sebagai pendekar demokrasi dunia yang sangat menekankan penerapan hak asasi manusia dan perdamaian. Sementara di lain sisi bersikap semena-mena, intervensionis, dan otoriter dalam memaksakan kepentingannya.

Sikap yang ditunjukkan negara-negara ASEAN terhadap serangan 11 September bervariasi tergantung pada sifat masing-masing pemerintahan dan sistem politik dalam negeri. Ada kekhawatiran bahwa upaya memerangi terorisme dapat menyimpang dari tujuannya dan mendistorsi kebijakan pemerintah. Pada era Perang Dingin, segala upaya dilakukan untuk memerangi komunisme, namun ternyata juga mendorong terbentuknya rezim diktator militer dan kekuasaan yang otoriter. Bedanya, pada saat ini segala upaya diarahkan untuk memerangi terorisme. Banyak sekali konflik dalam negeri yang sekarang dimasukkan ke dalam kategori terorisme. Hal ini tidak hanya mengancam proses demokratisasi namun juga dapat mempengaruhi proses reformasi politik dan ekonomi, selain itu juga dapat memecah belah rasa persatuan di antara masing-masing negara ASEAN. Namun demikian, hal ini sudah disadari oleh para pemimpin negara ASEAN dan juga Amerika Serikat yang menekankan bahwa upaya memerangi terorisme harus dilakukan ke akar masalahnya yaitu memerangi kemiskinan dan ketidakadilan.
 

Pandangan negara-negara ASEAN terhadap Amerika Serikat mengalami perubahan pasca tragedi WTC. Walaupun sikap masing-masing negara berbeda, namun secara garis besar dapat dilihat dalam empat fase, yaitu 1) Terkejut dan simpati terhadap Amerika Serikat, berubah cepat menjadi 2) menentang dan marah terhadap penyerangan Amerika ke Afghanistan, 3) penemuan bukti-bukti rencana serangan teroris di Singapura yang mendorong perjanjian Anti-Terroris dan, 4) Bom Bali yang menewaskan lebih dari 200 turis telah membuat perang terhadap terorisme makin menjadi-jadi. Tragedi bom Bali telah membawa pengaruh luar biasa terhadap kebijakan dalam negeri dan luar negeri di Asia Tenggara.

Penanganan terhadap terorisme sangat berbeda dengan pada masa perang dingin di akhir tahun 1950-an. Pertama, ancaman teroris bukan berasal dari sebuah negara adikuasa namun berasal dari sebuah organisasi transnasional yang membahayakan seluruh kawasan Asia Tenggara maupun dunia. Kedua, tidak seperti perang dingin, Cina ada posisi yang sama (mendukung) dengan Amerika Serikat dalam memerangi terror. Terakhir, pengaruh ekonomi dari aksi teroris dirasakan secara langsung dan cepat dan hal ini tidak memberikan pilihan lain terhadap pemerintah selain menghancurkan hingga ke basis paling penting. Tidak begitu mengherankan kalau Asia Tenggara menjadi begitu aktif memerangi teror setelah tragedi 11 September dan tragedi bom Bali karena meyadari hal ini, akibat sikap negara-negara Asia Tenggara yang mengacuhkan ancaman terorisme.

Simpati berubah menjadi ketakutan, bagaimanapun, prospek dari pemberantasan terorisme masih menyisakan kekhawatiran di kawasan ini dan perpecahan setelah pemboman Afghanistan akan segera dimulai. Laporan yang dimuat harian Singapura Straits Times meyebutkan bahwa banyak ahli yang menyimpulkan bahwa aksi militer ke Afghanistan hanya akan menghasilkan kekerasan. Bangsa Asia mengkhawatirkan tindakan balas-membalas yang tak ada akhirnya yang justru akan membunuh orang yang tidak berdosa. Ketika pemboman dimulai, televisi menayangkan adegan yang telah membakar emosi orang di kawasan ini di mana terdapat lebih dari 240 juta muslim. Khusus bagi Malaysia dan Indonesia yang penduduk muslimnya mayoritas, pemerintahannya tidak bisa mengabaikan political cost yang harus dibayar karena mendukung aksi Amerika Serikat.

Sehari setelah perang dimulai, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad mengatakan “Kita tidak boleh berpartisipasi dalam perang ini, jika kita melakukannya, kita hanya akan memperparah masalah karena perang adalah jalan keluar yang salah, karena akan banyak orang tak berdosa yang terbunuh”.


Negara-negara Asia Tenggara; Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, serta Myanmar. Negara-negara di Asia Tenggara dinilai sukses hidup berdampingan di tengah eksistensi dari berbagai politik dan ekonomi yang berbeda setelah berakhirnya perang dingin. Negara-negara di Asia Tenggara bersatu menjadi sutau organisasi regional, ASEAN, lebih untuk kepentingan ekonomi daripada militer/keamanan.

Runtuhnya menara kembar WTC di New York pada 11 September 2001 menyebabkan lembaga pemeringkat Standard & Poor’s,
 menurunkan estimasi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Asia. S&P juga mengkhawatirkan malapetaka 11 September itu akan memicu resesi global dan perang sehingga perekonomian Asia mundur sesudahnya. Proyeksi pertumbuhan berbagai negara Asia, catatan S&P ini dan sejumlah perkembangan di AS belakangan menyebabkan orang benar-benar khawatir resesi global tidak bisa dihindarkan lagi. Jelas dampaknya besar juga, karena pertama-tama yang terkena pengaruhnya ialah psikologi AS sebagai pasar terbesar di dunia. Ketika masyarakatnya mengalami shock, mereka akan bersikap lain dalam memutuskan aktivitas ekonomi termasuk selera konsumsi mereka. Banyak orang memprediksi consumers confidence akan merosot meskipun sudah sangat menurunkan suku bunga dan pemerintah AS sudah memutuskan menyediakan berbagai paket jaminan untuk sektor penerbangan, para korban terorisme dan pembangunan kota New York. Rupanya semua ini tidak dapat memulihkan kepercayaan konsumen, melihat banyaknya gangguan perjalanan seperti pemeriksaan keamanan berlapis-lapis dan ketakutan yang sangat riil akan terjadinya terorisme baru.


Tampilan politik luar negeri AS pasca tragedi WTC dan Pentagon memang menunjukkan perubahan yang sangat mendasar.
 AS sangat represif, ofensif dan reaktif terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan bagi perdamaian dunia dan mengancam keamanan internasional. Atas nama gerakan anti-terorisme, AS kerapkali menuduh, mencap dan menetapkan negara-negara yang terlibat dalam jaringan terorisme internasional sebagai musuh yang harus diperangi. Ini bisa dilihat dari rentetan pernyataan Bush yang cenderung menyudutkan beberapa negara seperti Irak, Iran dan Korea Utara yang dituduh sebagai poros kejahatan, serta Rusia, Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Libya, dan Suriah yang dituduh telah mengembangkan senjata pemusnah masal.


Standar Ganda Politik Global AS, di penghujung tahun 2003 konstelasi politik global diwarnai oleh polah sang superpower Amerika Serikat (AS) yang sangat bernafsu melakukan serangan ke Irak guna menggantikan rezim Saddam Hussein. Simpati dan dukungan multilateral terhadap perang melawan terorisme oleh AS berusaha dibelokkan dengan memunculkan Irak sebagai target baru intervensinya setelah Afghanistan. AS beralasan kepemilikan senjata pemusnah massal (weapon mass destruction) yang dimiliki oleh Irak dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas regional maupun global. Walaupun AS terus mengumpulkan dukungan dan meyakinkan para sekutunya, juga melakukan tekanan terhadap PBB untuk semakin keras memberikan sanksi terhadap Irak, tampaknya usaha unilateral akan tetap dilakukan oleh duet AS-Inggris.

Bukan itu saja, kampanye anti terorisme AS yang disertai tekanan-tekanan politik telah menciptakan ketidak harmonisan kawasan. Di Asia Tenggara, kehadiran pasukan AS di Filipina, pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, yang menuduh Indonesia sebagai sarang teroris dan isu kehadiran pasukan AS di Indonesia telah memunculkan ketegangan-ketegangan baru di masing-masing negara. Di Asia Timur, proses reunifikasi dua Korea juga mengalami hambatan karena berbagai pernyataan Bush yang mendiskreditkan Korea Utara. Di Timur Tengah serangan AS ke Irak dan konflik berkepanjangan di dunia ini.

Percekcokan Malaysia-Amerika Serikat Membayangi KTT APEC KTT APEC dimulai hari ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan puncak 21 negera yang terletak di sekitar Samudra Pasifik, dibayang-bayangi percekcokan diplomatik antara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebab percekcokan adalah ucapan Wakil Presiden Amerika Al Gore dalam pidatonya menjelang pembukaan KTT APEC. Gore mengatakan mendukung oposisi di Malaysia yang memperjuangkan reformasi. Dalam hal ini Gore jelas menyinggung para pendukung Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana mentri yang kini dipenjara sekaligus lawan politik Perdana Mentri Mahathir Mohammad. Mentri Luar Negeri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menganggap ucapan Gore itu provokatif. Ia selanjutnya menuntut tanggungjawab Washington apabila Malaysia dilanda kerusuhan akibat ucapan Gore itu. Sebelumnya Mentri Perdagangan Rafidah Aziz telah menyatakan kemarahannya. Ia menyatakan, campur tangan Gore dalam urusan dalam negeri Malaysia itu sangat memuakkan. Malaysia menganggap praktek standar ganda Carrot and Stick yang diterapkan oleh Amerika Serikat sangat merugikan bagi Malaysia dan Negara-negara di Asia Tenggara, karena kebijakan itu menggunakan tangan atas nama Globalisasi atau kekuatan kapitalis dengan atributnya seperti WTO, World Bank, IMF dan banyak lagi. yang menjadikan Asia Tenggara target utama untuk dikendalikan agar patuh dan turut atas kehendak Amerika Serikat, Malaysia merupakan salah satu Negara yang lantang menolak ikut campur dan intervensi asing menyangkut kedaulatan Negara Malaysia itu sendiri. Menjadi makin jelas bahwa Amerika Serikat (AS) bermaksud untuk lebih memperkuat pengaruhnya di Malaysia. Sebetulnya pengaruh AS di Malaysia sudah luas sejak pemerintahan Mahathir Mohammad, tetapi  rupanya itu masih belum cukup bagi AS. Sejak berakhirnya Perang Dingin, AS makin kelihatan bernafsu untuk menegakkan pengaruhnya yang kuat di seluruh dunia. Sejak perang Dunia Kedua AS telah berkembang menjadi kekuatan dunia (world power). Malaysia lebih baik mandiri mengandalkan kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk bangkit dan maju ke permukaan dunia internasional dari pada dihadapkan pada choice yang diberikan AS. Kalau mengikuti kehendak AS ada harapan Abdullah diharapkan menjadi "duplikasi" Mahathir sebagai kepala pemerintahan di Asia Tenggara yang disegani masyarakat dunia. Jika tidak, tentu seluruh prestasi Malaysia yang selama ini diperjuangkan Mahathir akan sirna.

Malaysia dipilih sebagai komisi HAM PBB dari kelompok Asia periode 2001-2003. pemilihan itu mencerminkan kepercayaan luar negeri terhadap kredibilitas dan reputasi HAM di Malaysia. Selain itu juga menunjukan keyakinan terhadap sumbangan yang diberikan Malaysia dalam komisi HAM tersebut.
Sebagai pemanasan dalam kancah politik internasional, Abdullah baru-baru ini menyatakan, kebijakan politik luar negeri Malaysia di bawah kepemimpinannya tidak akan berbeda dengan kebijakan Mahathir. Hal itu berarti, Abdullah akan menjalankan segala kebijakan yang telah digariskan pemerintahan Mahathir sebelumnya. Dengan kata lain, kepemimpinan Abdullah di masa mendatang akan menduplikasi kepemimpinan Mahathir.

Yang menjadi pertanyaan, apakah Abdullah akan mampu menduplikasi Mahathir yang terkenal dengan kritikan vokal dan tajam terhadap negara-negara Barat atau Abdullah hanya akan menjadi kepanjangan tangan Mahathir meskipun orang nomor satu Malaysia itu sudah pensiun? Abdullah diharapkan mampu membawa Malaysia terus melangkah maju dalam membawa negeri itu ke dalam kesuksesan. Ia juga jelas dituntut untuk dapat tampil sebagai pemimpin Asia Tenggara yang tetap disegani masyarakat internasional

Mahathir juga mungkin sengaja memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk merasakan kehidupan setelah ia pensiun pada Oktober 2003 yang lalu. Rakyat negeri itu juga diperkenalkan kepada sosok pemimpin baru yang dinilai telah memenuhi "syarat".


Apa yang dilakukan Mahathir, cukup unik, dan mungkin khas Melayu. Sebagai pemimpin terkemuka, bukan hanya di ASEAN, melainkan juga disegani di dunia, Mahathir sangat memperhitungkan bagaimana agar suksesi kepemimpinannya tidak menimbulkan gejolak. Tampaknya ia belajar banyak dari kasus di Singapura dan Indonesia, dua negara sesama anggota ASEAN lainnya yang suksesi kepemimpinannya sangat berbeda. Hubungan keamanan yang semakin dekat antara Amerika Serikat dengan Asia pada umumnya dan Asia Tenggara khususnya adalah sebuah hikmah bagi kawasan ini; demikian intisari sebuah tulisan di harian Singapura Straits Times akhir pekan lalu. Menurut penulis artikel itu yang menjabat sebagai direktur penelitian pada Royal United Services Institute di London, Inggris hubungan dekat di bidang keamanan dengan Amerika Serikat memungkinkan sebuah negara Asia Tenggara untuk segera memperoleh dukungan militer Amerika apabila diperlukan; tetapi kapan dukungan diperlukan, itu sepenuhnya ditentukan sendiri negara bersangkutan. 


Politik adalah berbagai macam kegiatan di dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya.
 Sedangkan proses adalah pola-pola yang menyangkut sosial politik yang dibuat manusia yang menyangkut hubungan yang satu dengan yang lain. Dan sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.


Selain hal tersebut, membicarakan politik sama halnya dengan membicarakan negara dan masyarakat. Berarti membicarakan politik internasional adalah membicarakan negara-negara dan masyarakat internasional sebagai aktor-aktor politik internasional dalam interaksi hubungan internasional. Ini sama dengan membicarakan politik global AS di Asia Tenggara berarti membicarakan sejauh mana kebijakan-kebijakan politik luar negeri AS di Asia Tenggara pada umumnya dan Malaysia pada khususnya.

Konsep-konsep politik yang umum diterapkan adalah: 1) Negara (state); 2) Kekuasaan (power); 3) Pengambilan keputusan (decision making); 4) Kebijakan (policy,beleid); 5) Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).


Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan penulis ketengahkan dalam penelitian ini, lebih menekankan kepada kebijakan-kebijakan politik global AS di Asia Tenggara serta implikasinya terhadap pengambilan kebijakan politik luar negeri Malaysia yang bertumpu pada core subject: Politik Internasional dan Politik luar negeri.


Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul skripsi: POLITIK GLOBAL AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MALAYSIA PASCA KEPEMIMPINAN MAHATHIR MUHAMMAD
B. Identifikasi Masalah

Seiring berakhirnya perang dingin yang dimenangkan oleh kubu Amerika Serikat atas Uni Soviet, maka perkembangan politik global Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan hegemoninya di dunia terus berjalan dan terus berkembang. Politik Global Amerika Serikat juga berlaku dan mewarnai perkembangan politik kawasan ASEAN serta negara Malaysia.


Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik global Amerika Serikat di Asia Tenggara?

2. Bagaimana strategi diplomasi dan kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara?

3. Bagaimana politik luar negeri Malaysia pada pemerintahan Abdullah Badawi dalam menyikapi politik global Amerika Serikat?
1. Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, penulis membatasi masalah dengan menitikberatkan pada kebijakan Amerika Serikat di Asia Tenggara serta pengaruhnya terhadap kebijakan politik luar negeri Malaysia yang terlihat dari pernyataan-pernyataan perdana menteri Malaysia, termasuk kebijakan diplomasinya dalam konteks regional serta keterlibatannya dalam aliansi internasional untuk menyikapi politik global AS.
2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kekuatan dan pengaruh politik global Amerika Serikat di Asia Tenggara berimplikasi terhadap kebijakan  politik luar negeri  Malaysia masa pemerintahan Abdullah Badawi?”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian:
a. Untuk mengetahui bagaimana politik global Amerika Serikat di Asia Tenggara.
b. Untuk mengetahui bagaimana strategi diplomasi dan kepentingan Amerika Serikat di Asia Tenggara.
c. Untuk mengetahui bagaimana politik luar negeri Malaysia pada pemerintahan Abdullah Badawi dalam menyikapi politik global Amerika Serikat.
2. Kegunaan Penelitian:
a. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah internasional serta melatih kemempuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.

b. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara tercinta sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat akadaemik dalam menempuh ujian strata -1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis
1. Kerangka Teoritis



Di dalam pergaulan internasional setiap negara tidak bisa melepaskan diri dari hubungan  antar negara yang melintasi batas negara di mana setiap negara memiliki masalah yang begitu kompleks dengan negara lain, juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Untuk itu diperlukannya hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, karena hubungan tersebut sangat kompleks di mana setiap segi dari hubungan ini memerlukan koordinasi yang tidak sederhana, karena bangsa lain juga memiliki kedaulatan. Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain bisa menimbulkan konflik karena pada umumnya setiap negara yang terlibat dalam menjalin hubungan mempunyai kepentingan untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing negara. Terlibatnya suatu negara dalam masalah didasarkan pada negara tersebut mempunyai hubungan secara histories dengan negara yang sedang mempunyai konflik dan juga negara tersebut mempuinyai kepentingan nasional.

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama (cooperation), persaingan (competition) dan konflik (conflict) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya:

KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

“Istilah hubungan internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.


Dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landasan berpikir. Untuk itu masalah internasional tidak mungkin begitu saja meninggalkan sistem internasional. Menurut KJ. Holsti, sistem internasional adalah sebagai berikut:
“Sistem internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan kesatuan politik yang independen seperti suku, negara, kota, bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur, para pengkaji mempunyai penegertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik prilaku unit politik tersebut satu sama lain dan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya”.

Dalam konteks hubungan internasional adanya sistem internasional jelas sangat diperlukan untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam tatanan internasional, dalam sistem internasional jelas akan adanya politik-politik dari sebuah negara menjadi politik internasional, J. C. Johari mengatakan bahwa:

“Politik Internasional merupakan salah satu kajian yang penting dalam studi hubungan internasional dan negara sebagai pelaku, berinteraksi dalam suatu sistem internasional, politik internasional peduli akan perdamaian power atau dengan kata lain politik internasional lebih menitikberatkan pada sisi konflik dari suatu negara sebagai actor yang berdaulat”.


Politik luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kepentingan nasional bangsa tersebut, karena kepentingan nasional merupakan salah satu terbentuknya suatu kebijakan politik luar negeri di mana Indonesia dalam hal ini lebih menekankan pada kekuatan dalam negerinya untuk menguatkan unsur domestiknya khususnya pada pertahanan dan keamanan juga ekonomi. Dalam hal ini Miriam Budiarjo mengatakan: “Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu”.
 

Menurut B. N. Marbun kebijakan diartikan sebagai berikut:

“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran”.


Sedangkan kebijakan luar negeri, sebagaimana diungkapkan Jack C Plano dan Roy Olton dalam buku The International Relations yang dikutip oleh Sidik Jatmika dalam bukunya AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat, dirumuskan sebagai berikut:
“Foreign policy is strategy of plan course of action developed by decision makers of a state vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest”.


Teori Pembuatan kebijakan luar negeri dapat dilihat lebih lanjut berdasarkan Tabel/Gambar di bawah ini:
Tabel/Gambar 1

[image: image1]Sumber: Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang diungkapkan oleh Wiliam D. Coplin dalam buku Introduction to International Politics: A Theoritical Overview (terjemahan M. Marbun), CV. Sinar Baru Bandung, 1992, hal. 30.

Teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan Wiliam D. Coplin menyangkut beberapa hal sebagai berikut:
 1) Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik; 2) Situasi ekonomi dan militer domestik, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan keamanan; 3) Konteks International, yaitu pengaruh negara-negara lain atau konsentrasi politik Internasional.


Kebijakan-kebijakan atau politik luar negeri suatu negara dioptimalkan untuk pencapaian kepentingan nasional. Sementara itu Jack C Plano dan Roy Olton  dalam buku The International Relations yang dikutip oleh Sidik Jatmika Dalam bukunya AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat,  mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:
“The Fundamental Objectives ultimate determinant that guides the decisions maker of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state most vital need. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well being”.


Kebijakan suatu negara baik yang bersifat ke dalam atau ke luar di buat untuk mencapai suatu tujuan nasional. Sedangkan menurut Paul Scabury dalam bukunya Power, Freedom and Diplomacy yang dikutip oleh KJ. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis bahwa yang dimaksud tujuan nasional, adalah:

“Istilah tujuan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita atau tujuan suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, bahwa pengertian ini merupkan konsep umum tujuan nasional dan bersifat normative. Pengertian lain yang bersifat deskriftip tujuan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah”.


Perkembangan keadaan internasional akan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara baik itu kebijakan politik, ekonomi, sosial-budaya mapun pertahanan dan keamanan. Dari uraian di atas, jelas bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan dasar bagi posisi dan sikap masing-masing negara atau kelompok-kelompok negara dalam hubungan internasional yang diimplementasikan untuk kepentingan nasional negara tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Oman Heryaman dalam Jurnal Hubungan Internasional 3, bahwa: “Kepentingan nasional yang dirumuskan oleh sebuah negara sebagai identifikasi dan adaptasi kepentingan terhadap sistem lingkungan internasional dan lingkungan domestik”.


Akan tetapi politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari kepemimpinan kepala negara atau kepala pemerintahannya. Kepemimpinan menurut Stephen P. Robinsosn dalam buku Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Application yang dikutip oleh Ulbert Silalahi dalam buku Asas-Asas Manajemen bahwa kepemimpinan adalah: “Leadership is the ability to influence a group toward the achievement of goals”.


Untuk menciptakan perdamaian diperlukan sarana diplomasi, karena diplomasi merupakan teori dalam hubungan internasional dalam penyelesaian masalah sehingga dapat tercipta kesepahaman. Hans J Morgenthau dalam bukunya Politik Among Nations: The Struggle for Power and Peace mengatakan bahwa:

“Diplomasi ialah bentuk-bentuk dan cara-cara untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang diharapkan dalam hubungan internasional dengan menggunakan kecerdasan dan kelincahan berkenaan dengan pelaksanaan hubungan resmi pemerintah dari negara-negara berdaulat”.


Di dalam pembicaraan sehari-hari, diplomasi mempunyai arti yang berbeda-beda. Praktik Diplomasi mensyaratkan adanya batasan dari kebijakan luar negeri. Kebijakan semcam itu di buat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti geografi, kebutuhan ekonomi dan sumber daya, strategi dan keperluan pertahanan, adanya persekutuan dengan negara lain, dan lain sebagainya.


Sedangkan menurut Sir Victor Wellesley dalam bukunya Diplomacy in Fetters yang dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo dalam bukunya Praktik Diplomasi, bahwa:

“Diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling melengkapi karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerja sama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif-kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi, dan taktik”.


Diplomasi menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam buku The International Relations Dictionary yang dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo dalam buku Praktik Diplomasi mengatakan bahwa:
“Diplomasi berkaitan dengan seluruh proses dalam hubungan luar negeri, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam arti luas, Diplomasi dan politik luar negeri suatu negara adalah sama, namun dalam arti yang lebih sempit dan tradisional, diplomasi terkait dengan cara-cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri menyangkut tujuan dan maksud. Dalam arti yang lebih terbatas ini, maka diplomasi mencakup teknik operasional di mana suatu negara mencari kepentingannya di luar yuridiksinya”.


Ada baiknya untuk membedakan kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dengan diplomasi. Hubungan keduanya yang sangat erat membentuk dan menciptakan peran suatu negara dalam politik internasional. Kadang-kadang sangat sukar dalam prakteknya untuk dibedakan satu sama lain. Hal ini bisa terjadi jika seseorang menyetujui pandangan bahwa kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang dianut oleh pemerintahannya, sesuai dengan pepatah bahwa perbuatan itu lebih berarti daripada kata-kata. Politik luar negeri suatu negara lazimnya akan terdiri dari tujuan dan prinsip-prinsipnya di mana negara itu berusaha untuk meningkatkan urusan-urusan internasional. Pada umumnya, prinsip dan tujuan tersebut dinyatakan secara terbuka atau dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Diplomasi adalah cara dimana pemerintah berusaha mencapai tujuan dan mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip tersebut. Hal itu merupakan proses politik, di mana politik luar negeri suatu negara pertama-tama dipertaruhkan, kemudian diarahkan untuk tujuan dan prinsip tersebut untuk mempengaruhi kebijakan dan sikap dari negara lain.
 

Kebijakan luar negeri AS, seperti yang dikemukakan Presiden Bush pada bulan September 2002 di dalam dokumen berjudul “The National Security Strategy for the United States of America” memiliki 5 (lima) tema besar, yaitu: Pertama, Promoting Human Dignity (meningkatkan martabat manusia); Kedua, Defeating Global Terrorism (memberantas atau memerangi terorisme global); Ketiga, Defusing Regional Conflict (mengeliminir konflik-konflik regional); Keempat, Preventing Proliferation of Weapon of Mass Destruction (mencegah proliferasi senjata pemusnah massal); Kelima, Promoting Global Economic Growth Through Free Markets and Free Trade (meningkatkan pertumbuhan ekonomi global melalui pasar bebas dan perdagangan bebas).


Kebijakan luar negeri AS sering dibicarakan dalam lingkup ketegangan dialektika antara dua pola yang berlawanan: pragmatisme-realisme dan legalisme-moralisme. Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri AS mondar-mandir antara politik riil dan moralisme. Bagi para pendukung dan praktisinya, realisme adalah sebuah pemahaman yang tertib, jernih, dan tegas tentang perumusan kebijakan yang didasari pada kepentingan negara yang didefinisikan dengan baik. Esensi realisme ini adalah kepentingan nasional yang terkait erat dengan keamanan nasional.


Dengan demikian, politik luar negeri itu dapat didefinisikan sebagai proses di mana kebijakan semacam itu dapat mengubah retorika menjadi kenyataan, atau dari situasi umum yang strategis sampai kepada tindakan-tindakan yang diinginkan dari negara lain. Politik luar negeri seringkali dilakukan dalam bentuk pembeberan (expose), sedangkan diplomasi adalah secara diam-diam dan biasanya kabur, dan sedikit saja dapat di dengar terjemahannya dari tujuan dan prinsip-prinsipnya ke dalam hasil yang nyata.


Dalam pelaksanaannya setiap negara memerlukan kerjasama, karena setiap negara tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan stabilitas keamanan. Karena pada hakekatnya kerja sama untuk menciptakan tujuan bersama. Teuku May Rudy dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional mengenai kerjasama internasional, bahwa:
“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”.


Dalam konteks kerjasama itulah negara-negara Asia Tenggara memiliki suatu badan/organisasi kerjasama yang dinamakan ASEAN (Association South East Asian Nations). ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand. ASEAN dari waktu ke waktu terus berkembang. Dewasa ini ASEAN memiliki suatu forum regional yang dinamakan ARF (ASEAN Regional Forum).

ARF dibentuk pada pertemuan tahunan para menteri luar negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) ke-26 dan ASEAN-PMC di Singapura tanggal 23-28 Juli 1983, sebagai forum konsultasi untuk membahas masalah politik dan keamanan di Asia Pasifik. Forum ini diikuti oleh negara-negara ASEAN dan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, Amerika dan Eropa, yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap situasi politik dan keamanan, baik pada tingkat regional maupun global.


ARF (ASEAN Regional Forum) mendasarkan kinerjanya pada tiga bentuk mekanisme, yaitu:
 pertama, Membina saling percaya (Confidence Building Measures/CBMs) untuk mengurangi timbulnya konflik yang tidak diinginkan, maupun meningkatkan kualitas lingkungan politik di kawasan. Pembinaan rasa percaya ini bukan saja di bidang militer, tetapi juga di bidang-bidang ekonomi dan politik. CBMs juga merupakan latihan psikologis untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mispersepsi dan kecurigaan. Secara mendasar CBMs bertujuan untuk meningkatkan transparansi di antara negara-negara Asia-Pasifik yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan militer mereka. Contoh transparansi ini adalah Buku Putih Pertahanan (Defence White Paper) yang dapat diketahui oleh khalayak umum baik domestik maupun antar negara, pemberitahuan dini tentang latihan bersenjata kepada negara tetangga, transparansi pembelian senjata dan tipe senjata yang dibeli, pertukaran informasi intelijen dan lain-lain; Kedua, Diplomasi Preventif (Preventive Diplomacy), yaitu tindakan non militer untuk mencegah timbulnya perselisihan di antara berbagai pihak, dan mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik dan membatasi perkembangan konflik apabila itu terjadi;
 dan Ketiga, Kerjasama keamanan dan politik, antara lain saling tukar dokumen pertahanan, informasi perkembangan politik domestik dan regional, latihan militer bersama pada tingkat bilateral dan multilateral, saling mengirim pengamat di dalam latihan militer yang dilakukan oleh negara-negara anggota, pengiriman siswa militer, dan kerjasama lain yang bersifat non-militer.

Adapun pengertian kawasan menurut Louis J Cantory dan Steven L Spiegel dalam bukunya The International Politics of Region yang dikutip oleh T. May Rudy dalam bukunya Studi Kawasan Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia sebagai berikut:
“Kawasan dapat diartikan suatu wilayah di dunia, di mana terdapat kedekatan negara secara geografis, aktifitas anggota kawasan (baik kerjasama ataupun pertentangan) menjadi suatu hal yang menentukan kebijakan luar negeri masing-masing kawasan tertentu mungkin mempunyai kemampuan ekstra regional. Prioritas utama keterlibatan dalam hubungan luar negeri adalah dengan kawasan yang ditempatinya. Dalam kondisi normal mereka tidak dapat mencapai keberhasilan dimanapun tempat mereka meraih dan mempertahankan posisi permanent di wilayah mereka sendiri”.


Berdasarkan uraian dan teori-teori yang telah dibahas, penulis mencoba mengemukakan asumsi sebagai berikut:

1. Politik luar negeri Amerika Serikat pasca perang dingin adalah kebijakan Engagement dan Enlargement yang mencakup Militer, Diplomasi, Ekonomi dan Demokrasi.
2. Kebijakan luar negeri AS pasca tragedi WTC  ditujukan untuk memerangi terorisme beserta organisasi-organisasinya.

3. Politik luar negeri AS atau biasa disebut politik global AS mempengaruhi tatanan politik negara-negara di Dunia Internasional termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

4. Politik global AS ditujukan untuk tetap mempertahankan hegemoninya sebagai negara super power dalam segala bidang.

5. Politik Global AS baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan politik Malaysia ke arah penegakkan HAM, pemerintahan yang Demokratis serta keharusan untuk menghadapi keterbukaan (liberalisasi).
2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Politik Global Amerika Serikat tetap mempertahankan konsep “hegemonic stability” dalam dunia internasional termasuk di Asia Tenggara dengan pola dan visi yang menonjolkan HAM, Demokrasi, dan Liberalisme. Namun dalam penerapan politik luar negerinya AS juga menerapkan politik standar ganda carrot and stick di Asia Tenggara. Dengan adanya penerapan politik standar ganda tersebut, kebijakan politik luar negeri Malaysia kepemimpinan Abdullah Badawi selalu ditujukan untuk merespon bahkan mengkritisi kebijakan politik luar negeri AS.”
3. Operasional Variabel

	Variabel
	Indikator
	Konsep Analisis

	Variabel bebas:

Politik Global Amerika Serikat di Asia Tenggara
	1. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada saat perang dingin yang bersifat defensive (Containment Policy)

2. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pasca perang dingin yang bersifat offensive (Engagement dan Enlargement) yang meliputi militer & diplomasi, ekonomi, serta Demokrasi & HAM.

3. Tampilan/kebijakan  politik luar negeri Amerika Serikat pasca tragedi WTC yang tercantum dalam The National Security Strategy for The United States of America.

	1. Data-data tentang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada saat perang dingin yang bersifat defensive (Containment Policy).
2. Data-data tentang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat berdasarkan Engagement dan Enlargement yang meliputi militer & diplomasi, ekonomi, serta Demokrasi & HAM. 
3. Data-data tentang  tampilan/kebijakan  politik luar negeri Amerika Serikat pasca tragedi WTC yang tercantum dalam The National Security Strategy for The United States of America.


	Variabel terikat:

Kebijakan Politik Luar Negeri Malaysia Pasca Kepemimpinan Mahathir Muhammad
	4. Kebijakan luar negeri  Malaysia dalam menghadapi/menyikapi politik global AS.
5. Hubungan bilateral antara Malaysia dengan Amerika Serikat kaitannya dengan politik global AS.


	4. Data-data tentang kebijakan luar negeri Malaysia dalam menghadapi/menyikapi politik global AS.

5. Data-data tentang hubungan bilateral antara Malaysia dengan Amerika Serikat kaitannya dengan politik global AS.




4. Skema Kerangka Teoritis
SKEMA POLITIK GLOBAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP DUNIA INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI MALAYASIA

[image: image2]
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1. Tingkat Analisis


Penggunaan Tingkat Analisis di sini adalah:
         a.   Analisa Induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis:

a. Metode Deskriptif Analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang.Metode deskriftif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu,  serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data tersebut.
b. Metode historis analitis, yaitu metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah,yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain . Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang.
2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah,surat kabar,jurnal, buletin-buletin,internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi penelitian
a. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Sisingamaraja No. 73-75 Jakarta. 

b. Kedutaan Besar Amerika Serikat

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 5 Jakarta Pusat.
c. Center For Strategic International Studies (CSIS)
Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta.

d. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung.
e. Perpustakaan FISIP UNPAR
Jl. Cimbuleuit Bandung
f. Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Departemen Luar Negeri RI

Jl. Taman Pejambon No. 4 (ex-BP7) Jakarta Pusat.

2. Lamanya Penelitian



Penulis melakukan penelitian diperkirakan sejak bulan Januari sampai Juni 2006. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikutnya.
G. Sistematika Penulisan  
BAB II  
POLITIK GLOBAL AS di ASIA TENGGARA; STRATEGI DIPLOMASI DAN KEPENTINGAN
Bab ini menguraikan tentang politik Global AS terhadap dunia internasional pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya serta pengaruhnya terhadap tatanan politik internasional.
BAB III
PERKEMBANGAN POLITIK DI MALAYSIA DALAM STRATEGI POLITIK GLOBAL AS
Bab ini dikhususkan untuk membahas politik global AS terhadap Malaysia. Bagaimana pola dan visi AS yang menonjolkan HAM, Demokrasi dan Liberalisasi mempengaruhi Malaysia dalam segala bidang.

BAB IV 
PENGARUH AS DI KAWASAN ASIA TENGGARA TERUTAMA TERHADAP PERKEMBANGAN HUBUNGAN BILATERAL AS-MALAYSIA
Dalam bab ini akan dibahas pengaruh AS di kawasan Asia Tenggara terutama terhadap hubungan bilateral AS dengan Malaysia..

BAB V  
KESIMPULAN

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang diambil.
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